ISU KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM AGENDA HAK
ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
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Artikel {ni menjubarkan instrumen-
instramen  internasional PBB  vang
hevusaha untuk mengarast fenomena
kekerasan terhadap perempuan. Penja-
hearan tersebut
dicoweatlt dengan snalie usaha untuk meng-
indentifikasikan penvebab-penyebab wuni-
versal kekerasan terhadup perempuan
dan jenis kekerasan terhadap perempuan,
fdentifikast inl ditakukan untak membun-
dingkan keburithan akan terciptanva
instriemen HAM unnk perempuan dan apa
vaig sudah dapat diwujudkan oleh PBB.

TRNTFUIMEH-THNTFHINEN

Pendahuluan

Perfakuan semena-mena terhadap
perempuan baik yang ditujukan terhadap fisik,
seksual maupun psikis perempuan kiranya
telah dikenal sejak berabad-abud vang lalu
atau setua usia peradaban manusia. Hingga
saal ini kekerasun terhadap perempuan
merupakan fenomena global. Dalam
laporannya kepada sidang tahunan Komisi
Status Perempuan bulan Maret 2000, Sekjen
PBB melaporkan bahwa 73% dart seluruh
country report yang disumpaikan kepada
PBB pada akhir tahun 1999 mengenai
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pelaksanaan Kerangka Aksi Beijing hasi!
Konlerensi Dunia IV Wanita di Beyjing tahun
1995, menempatkan masalah kekerasan
terhadap perempuan sebagai isu prioritas,
Suma pentingnya dengan pendidikan dan
pelatihan terhadap perempuan (72%) dan
wanita dan ekonomi (71%). Sementara
peringkat tertinggi prioritas diduduki oleh sta-
tus perempuan dalam kckunasian dan
pembuatan keputusan (79%}. kesehatan
(77%), perempuan dan kemiskinan {75 }.

Konsep kekerasan terhadap pe-
rempuan merupakan konsep baru, vang
dsangkat pada Konferensi Dunia Wanita 111
di Nairebi tahun [985, di mana berhasil
menggalang konsensus internasional atas
pentingnya mencegah berbagai bentuk ke-
kerasan terhadap perempuan dalam kchi-
dupan sehari-har di seluruh masyarakat dan
bantuan terhadap perempuan korban keke-
rasan. Pengelompokan negara-negara maju
di Eropa Barat-pun baru mengangkat ma-
salah kekerasan terhadap perempuan dan
perdagangan gelap perempuan pada tingkat
Uni Eropa pada tahun 1996,

Dalam paragraf pembukaan Dekla-
rasi mengenal Penghapusan Kekerasan
terhadap Perempuan oleh PBB tahun 1993,
ditegaskan bahwa kekerasan terhadap
perempuan merupakan manitestasi dari
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hubungan kekuasaan yang tidak secimbang
antara perempuan dan laki-laky secara
histors, yang mengarah kepada dominasi dan
diskriminast terhadap perempuan oleh laki-
Lak1. dan menghambat pemajuan penuh
wanita serta merupakan salah satu meka-
nisme sosial vang krusial, di mana perempuan
dipaksa berada dalany suatu posisi subordimasi
dibandingkan dengan laki-laki.

Identifikasi Penyebab Universal
Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan penchitian  atas
berbagat dokumen PBB pada tingkat Majelis
Umum, Dewan Ekonomi dan Sesial, Komisi
Status Perempuan, Komist Penceguhan
Kepahatan dan Peradilan Pidana, Komisi Hak
Asast Manusiatampak kecenderungan vntuk
mengidentifikasi penyebab-penychab uriver-
sal dart kekerasan terhadap perempuan
sebagai berikut: hubungan-hubungan ke-
kuasan yang tidak seimbang secara historis,
miasalah vang berkaitan dengan seksualitas
perempuan (female sexnality) di mana
Kekerasan digunakan sebagai alat untuk
mengontrol pertlaku seksual perempuan,
ideologi budaya (cufiral ideofogy), doktrin-
dokirin pribadi dan konsep sannksi oleh
keluarga (docirines of privacy and the
concept of the sanctity of the family), pola
penvelesatan konthik baik pada tingkat
keluarga mauvpun negara, dan ketidak-ber-
gerakan pemerintah untuk menyikuapt
kejahatan-kejahatan kckerasan terhadap
perempuan.

Salah satu contoh pola patriarkhi
dalam kehidupan sehari-han masyarakat,
misalnya tercermin dari peribahasa asal Ben-
gal - suatu daersh di India, yang berbunyr:
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“The one whose wife dies is licky. But not
so the man whose cow dies” (Scscorang
yang ditinggal mati isterinya adalah ber-
untung. Tetapt tdak demikian halnya dengan
secorang laki-laki yang ditinggal mati
sapinya).

Seorung penulis dan wanita Karier
asal Bangladesh (Ms. Taslima Nasreen)
hahkan secara berant menulls buhwa dalam
sualu masyarakat seperti Bangladesh, 809
wanitanya adalah buta huruf. Selama ber-
abad-abad wanita digjarkan bahwa mercka
adalah buduk laki-laki. Sangat sulit untuk
mengubah pandungan mereka, untuk mem-
buat mereka sadar atas penindasan atas
mercka, dan untuk memberikan mereka
nuansa mengenal kemerdekaan perem-
puai.’

Kiranya dapat diterima berbagal
kapian yang mengungkap bahwa termasuk
dulam bentuk universal kekerasan terhadap
perempuan adalah perkosaan sebagai salub
satu contoh kekerasan yang berkaitan dengan
“female sexualing”, dan kekerasan dalam
rumah tangga. Di loar 1w, terdapat berbagai
bentuk spesifik kekerasan terhadap wanita
sesuat dengan bentuk-hentuk kebudayaan
yang secara spesifik ada dalam masyarakat
tertentu, misalnya mutilast alat kelamin
perempuan {female genital mutifation),
pengikitan kaki anak perermpuan, tes kepera-
wanan, mengawinkan anak perempuan usia
remaja, upacara sali, dan lain-lainnya,

Kekerasan dalam lingkup rumah
tangga (domestic viofence)., mennrut
berbagar kajian internasional diwujudkun
dalam pemukulan perempuan/isteri, per-
kosaan dalam perkawinan (narital rape),
sextal abuse terhadap anak-anak dalam
hubungan darah atau figur orang wa {ineest
tidak selalu diartikan hubungan darah tetapi
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dapal juga merujuk kepada “parenial fig-
ure” msalnya figur ayah tun), pelacuran
paksa. kekerasan terhudap pekerja pembantm
rumah tangga, kekerasan terhadap anak
perempuan. pernbunuhan bayi perempuan dan
aborsi janin perempuan, serta pruktck-praktek
(radisional yang membahayakan keschatan
perempuan dan anak-anak {termasuk prakitek
mengawinkan anak usia remaja).

Scdangkan perkosaan sebagai salah
bentuk universal kekerasan terhadap pe-
rempuan, menurut “the fndian Forum
against the Oppression of Women™ di-
golongkan dalam sembilan bentuk yang saling
berbedi. yattu: (1) perkosaan komunal; (2}
perkosaan oleh gerombolan (gang rape): (3)
perkosaan politik; (4} perkosaan terhadap
anak-anak (rape of minors), (5) perkosaan
dalam perkawinan (marital rape}; (6)
perkosian oleh aparat militer dun/atau polisi
dalam situasi perang atau pemeliharaan
perdamaian; (7) perkosaan institusional/
kelembagaan dalam rumah sakit, penjara dan
rumah-rumah penitipan;: (8) perkosaan dalam
kondist ketergantungan ekonomi; dan (9)
perkosaan dalam lingkup organisasi-orga-
nisast politik.”

Pada tahun 1992, Pelapor Khusuos
PBB untuk masalah penyiksaan {(forture}
telah mendefinisikan perkosaan sebagas salah
satu bentuk dari penyiksaan. Dengan de-
mikian kasus-kasus perkosaan yang terjadi
di Indonesia, merupakan contoh Kasus-kasus
pelanggaran Konvens: Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Mcrendahkan
Martabat Manusia. yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia dengan Undang
Undang no.7/1984 dan Undang Undang no.5
tahun 1998,
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Kekerasan oleh Negara, Kejahatan
Kemanusiaan dan Individual Criminal
Liability

Kekerasan oleh negara (stare vio-
lence) adalah kekerasan yang dilakukan dan/
atau dibiarkan oleh negara. Pada berbagai
konflik yung erjadi pada masa lalu, yang baru
berlalu dan kontlik yung tengah berlangsung
baik yang bersifat internal dan internasional,
PBB mencatat bahwa perkosaan sistemiatis
seringkali digunakan untuk merendahkan.
menghina dan mempermalukan (humifiate)
penduduk siptl dan muliter, dalam rangka
menghancurkan masyarakal dan meruntuh-
kan segala peluang penyelesaian damai dar
sesuatlu konflik.Dengan dibentuknya dua tn-
bunal intermasional dalam rangka penuntutan
kejahatan-kejahatan perang vang dilakukan
di wilayah bekas Yugoslavia dan di Rwanda,
untuk pertama kalinya dalam sejarah,
perkosaan selama waktu peperangan secura
tegas dimasukan sebuagai kejahatan terhadap
kemanustaan (crime against moananity).

Kejahatan terhadap kemanustaan
merupakan salah satu kejahatan yang masuk
dalam yunsdiksi Pengadilan Pidana Inter-
nasional {International Crintinal Court),
apubila Pemerintah negara terkait tidak
meratifikasi Statuta ICC maka PBB dapat
sewaktu-waklu melakukan tuntutan hukum
melalui pembentukan mekanisme khusus/
ekstra misalnyu ‘ad hoc international
crime tribunal’ sebagaimana yang diterap-
kan terhadap kasus Yugoslavia dan Rwanda.
Paru individu yang melakukan perkosaan pada
saat konthik senjata harus dihukum oleh
Pemerintah terkait, dun apabita Pemerintah
gagal untuk menghukumnya maka akan
membawa konsekuensi penuntutan pertang-
gung-jawaban kejahatan olch mekanisme
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internasional  (msal ad hoo international
crime tribunal, ICC). Prinsip “individual
criminal fiability’ berlaku bagi setiap individu
yang terlibal dalam konilik, baik aktor negara
Atau non neguwra (on state delor).

Dalum laporannya kepada Sidang
Ke-52 Sub Komisi Pemajuan dan Perlin-
dungan Hak Asasi Manusia PBB vang dise-
Iengarakan di Jenewa tanggal 31 Juli-18
Agustus 2000 (Dokumen PBB W/CN.4/
Sub.2/2000/20) dipertegas kembali pernya-
" taan Komisaris Tinggr pada bulan Septem-
ber 1999 di Kantor PBB New York, bahwas

“eivifians are no {onger just vic-
tims of war - today they are re-
carded as instruments of war
Starving, lervorizing, murdering,
raping civilians - all are seen as
fegitimate. Sex is no defence nor
ix uge,; indeed It is women, chil-
dren and the elderly who are of-
ren at greater risk. Thar s strange,
rerrible state of uffairs in the vear
after we commemorated the fiffi-
eth anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights”.

Konsep ‘stare violence’ dalam hal
kekerasan terhadap perempuan tidak dibatas
pada kekerasun terhadap perempuan dalam
situasi konflik tetapr juga dapat dilakukan/
terjadh dalam hal kekerusan yang dilakukan
terhadap perempuan dalam lembagu-lembaga
penahanan dan  kekerasan terhadap
perempuan pengungsi dan iaternally dis-
placed women. Namun tidak seluruh state
violencey masuk dalam kategort ‘crime
against frwmanity’.

Pasal 7 Statuta {CC memberikan

GLOBAL 6/2000

definisi mengenail ‘crimes ugainst
humanity’ yai;

‘...setiap tindakan-tindakun di bawah mi
apabila dilakukan sebagai bagian dari sualu
serangan meluas atan sistematis yang
ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan
pengetahunan mengenal serangan tersebut:

a) Pembunuhan.

b Pemusnahan (Extermincation).

¢) Perbudakan.

d) Deportasi atau pemindahan paksa

penduduk.

e) Pemenjaraan atau penghilangan
kebebasan fisik yang beral yang
melanggar aturan-aturan dasar hukum
internasionai.

)  Penyiksaan,

g) Perkosaan, perbudakan
prostitusi paksa, kehamilan paksa,
sterilisast paksa, atau setiap bentuk lain
dari kekerasan seksual dengan dergjal
yang setara.

h) Memburu sctiap kelompok vang dapat
dikenali atau secara kolektif terhadap
politik, ras, nastonal, etnik, budaya, agama
gender sebagaimana didefimsikan dalam
paragraf 3, atug dasar-dasar {ain yvang
secara untversal diakui tidak diijinkan di
bawah hukum internasional, berkattan
dengan sctiap tindakan yang dirujuk
dalam paragral in1 atau setiap kejahatan
dalam yurisdiksi pengadilan.

i} Penghilangan paksa crang-orang.

)} Kejahatan apartheid.

k) Tindakan-tindakan tidak berperi-
kemanusiaan lain dengan sifat yang sama
yang dimaksudkan untuk menyebabkan
penderitaan besar, atau cedera serius
badan atau keschatan mental ataun fisik.

seksual,
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Kronologi Integrasi Masalah
Kekerasan terhadap Perempuan
dalam Agenda BB

Konferensi Dunia [1] Perempuan di
Nairobi tahun 1983 {(the World Conference
to Review and Appraise the Achievements
of the United Nearions Decade for Women:!
Eguality, Development and Peace),
mernpakan konferensi PBB pertama yang
mengangkat masalah kekerasan terhadap
perempuan. namun lerbatas sebagai suatu
pemitkiran yang timbul dalam pembahasan
masalah-masalah diskriminasi, kesehatan,
ckonomi dan sosial. Paragraf 258 dar “the

Nairohi Forward-Looking Strategics for

the Advancement of Women”, sebagai
dokamen akhir Konferensi Dania [
Perempuan 1985, menegaskan bahwa;
“Kekerasan terhadap perempuan terjadi
dalam berbagai bentuk dalam kehidupan
sehari-hart seluruh masyuarakat. Perempuan-
perempuan dipukul. dipotong, dibakar,
diperlakukan sewenang-wenang sccara
seksual dan diperkosa. Kekerasan semacam
itu merupakan hambatan utama dalam
mencapal perdamaian dan sasaran-sasaran
lain dalam Dckade dan harus diberikan
perhatiiin khusus. Perempuan-percmpuan
korban kekerasan harus dibertkan perhatian
khusus dan bantuan secara lengkap. Untuk
. langkah-langkah hukum haras disusun
ouna mencegah kekerasan dan membantu
perempuan korban. Perangkat nasional
harus didirikan dalam rangka penanganan
masalah kekerasan terhadap perempuan
dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
Kebijakan-kebijakan pencegahan harus dikays
dan disediakan berbagai bentuk kelembagaan
duri bamuan terbadap perempuan korban™,
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Rekomendasi tersebut pada tahun
1986 diperkuat oleh Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB/ECOSOC, yang menegaskan
bahwa kekerasan terhadap perempuan
dalam lingkup keluarga dan masyarakat yang
meresap dan menembus lintas pendapatan,
kelas dan budaya, harus ditmbangi oleh
lungkah-langkah cepat dun efektif dalam
rangka menghapuskan mnsidennya. Keke-
rasan terhadap perempuan lahir dac ketidak-
scimbangan statns dalam masyarakat, Untuk
itu, pada bulan Maret 1991 Komisi Status
Wanita merekomendasikan  kepada
ECOSOC penyusunan instrumen interna-
sional bekerjasama dengan Komite Peng-
hapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan/
CEDAW PBB vyang isinya secara tegas
mengangkat masalah kekerasan terhadap
perempuan, Selanjutnya pada bulan Januar
1992 CEDAW menyusun rekomendasi
umum no.19 mengenal kekerasan werhadap
perempuan.

Dalam rekomendasinya, CEDAW
menegaskan bahwa kekerasan terhadap
wanila merupakan suatt bentuk diskriminas
gender yang berada di bawah cakupan
Konvensi. Menurut CEDAW, sungguhpun
tdak ada satu pasal dalam Konvensi yang
mengatur mengenal kekerasan terhadap
perempuan, namun terdapat kaitan erat
antara pasal-pasal Konvensi dengun keke-
rasan terhadap perempuan, misainya:

perilaku, adat istadat dun praktek-praktek
tradisional (pasal 2 £, 5 dan 10 ¢)

segala bentuk perdagungan gelap dan
eksploitast prostitusi perempuan (pasal
)

kekerasan dan persamaan dalam ke-
tenaga kerjaan (pasal 11)

kekerasan dan kesehatan (pasal 12)
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wanita pedesaan (pasal 14) dan keke-
rasan keluarga (pasal 16).

Akhirnya, tanpa melului permungutan
suara negara-negara amggota PBB pada
bulan Descmber 1993 berhasil menerima
Dekiarast mengenar Penghapusan Keke-
rasan Terhadap Perempuan. Deklarasi
merupakan instromen hak asasi manusia
pertama yung sccara ekslusif mengatur
definis1 kekerasan terhadap perempuan
secara jelas dun lengkap.

Deklarasi mengatur detinisi
kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap
tindakan kekerasan berdasarkan gender yang
berakibat terhadap, atau cenderung berakibat
bahaya tisik, scksual atau mental atau
penderitaan wanita, termasuk ancarman-
ancaman mengenal tindakan-tindakan se-
macam itu, pemaksaan atau penghilangan
semena-mena kebebusan, batk vang difa-
kukan dulum kehidupan masyarakat maupun
pribad.

Tercakup dit dalamnya, tetapi tidak
dibatasi, terhadap kekerasan fisik, seksual dan
prikelogis yang dilakukan dalam keluarga dan
dalam masyarakat smum, penganiayaan.
sextel abuse terhadap anak-anak, keke-
rasan berkaitan dengan mahar, perkosuan,
mutilasi genital perempuan dan praktek-
praktek tradisional lainnya yang berbahaya
terhadap perempuan, kekerasan bukan oleh
pasungan dan kekerasan yang berkaitan
dengan eksploitasi, pelecehan seksual dan
intimidasi di lempat kerja, di lembaga-
lembaga pendidikan dan di manapun, fraf-
ficking (perdagangan gelap) perempuan,
prostitust paksa, dan kekerasan yung
dilakukan atau dibiarkan oleh negara.

Sejalan dengan itu. paragraf 1§
Deklarast Wina hasil Konferens: Dunia Hak
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Axast Manusia [T d1 Wina bulan Juni 1993,
menegaskan bahwa;

Hak asas1 perempuan dan anak pe-
rempuan adalah tidak dapat dicabut,
menyatn dan bagian tidak terpisahkan
dari hak asasi manusia vniversal, Par-
tisipasi penuh dan seimbang perempuan
dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi.
sostal dan budaya pada tingkat nasional,
regional dan intemasional. serta peng-
hapusan segala bentuk diskriminasi
berdasarkan seks merupakan sasaran
prioritas masyarakat internasional.
Kekerasan berbusis gender serta segula
bentuk pelecehan dan eksploitasi
scksual, termasuk yang diakibatkan oleh
prasangka budayus dan perdaguangan
gelap internasional. adalah tidak scjalan
dengan martabat dan harkat munusia,
serta harus dihapuskan. Hal ini dapat
dicapat melalut langkah-langkah hukum
dan tindakan nasional serta kerjasama
internasional di bidang ekonomi, pem-
bangunan sosial, pendidikan, kehamilan
yang aman dan pelayanan kesehatan
serta dukungan sosial.

Paragrat 38 Deklurasi dan Program
Aksi Wina, juga menegaskan bahwa pelang-
garan hak asasi percmpuan dalam situasi
konflik bersenjata merupakian pelanggaran
prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia
internasional dan hukum kemanusiaan,
Seluruh pelanggaran semacam itw, lermasuk
khususnya pembunuhan, perkosaan sisti-
matis, perbudakan seksual dan kehamilan
paksa, khususnya memerlukan tanggapan
efektif.

Substansi paragraf 18 dan 38 Dekia-
rasi dan Program Aksi Wina merupakan
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pencgasan bahwa pelanggaran hak asasi
perempuan dan anak-anak perempuan
merupakan pelanggaran hak asusi manusia,
dimana ncgara bertangung Jawab dan sccara
mternasional diakui salah berdasarkan hukum.
Negura juga menanggung kewajiban inter-
nasional berkenaan dengan perlindungan hak-
hak asasi manusia berdasarkan rezim hukum
hak asast manusia internasional,

Kerangka Aksi Beijing hasil
Konterens: Dunia 1V Perempuan di Beijing
bulan September tahun 1995 memperluas
konsep. kejahatan kekerasan terhadap
perempuan dengan memuat rujukan khusus
terhadap kekerusan terhadap perempuan
seperti sterilisasi paksa (forced steriliza-
tion), aborsi paksa, paksaan menggunakan
kontrasepsi, pembunuhan bayi perempuan
dan calon bayl perempuan {female infanti-
ctde and prenatal sex selection). Kerangka
Akst juga memuat rujukan khusus atas
konsep “weomen as insirinent of war'. Di
bawah konsep in1 wanita tidak saja menjadi
kortban dalam situasi konflik senjata tetapi
Juga dipergunakan sebagar alat perang (-
strinnent of war).

Akhirnya sebagai perkembangan
terbaru, negara-negdara anggota PBB/
masyvarakat internasional berhasil mencapai
konsensus untuk memasukan konsep mari-
tal rape (perkosaan dalam perkawinan)
dalam konsep kekerasan terhadap perem-
puan. sebagaimana yang dimuat dalam
dokumen akhir Sidang Khusus ke-23 Majelis
Umum PBB buluan Juni 2000 mengenai
“Women 2000: Gender Equality, Devel-
opment and Peace for the Twenty-First
Century”. Dalam dokumen ini direko-
mendasi agar Pemerintah menyusun perun-
dang-undangan dan/atau memperkuat
mekanisime-mekanisme yang tepat dalam
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rangka penanganan masalah-masalah
kriminal berkaitan dengan scgala bentuk
kekerasan domesuk. termasuk marita! rape
dan sexual abuse terhadap perempuan dan
anak-anak perempuan, scrta menjamin
bahwa kasus-kasus semacam itu dibawa
kepada pengadilan secara cepat.’

Identifikasi Kelemahan Deklarasi
PBB Mengenai Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan

Sungguhpun Deklarasi PBB
mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap
Pcrempuan merupakan suatu konsep yang
luas dan menyeluruh, namun Deklarasi
hendaknya dipergonakan hanva sebagai
salah satu mjukan dalam rangka penvusunan
kcbijakan di bidang kekerasan terhadap
percmpuan. Karena Deklarasipun memiliki
kelemahan sebagaimana yang dinyatakan
oleh beberapa pakar tnternasional, misalnya:

Deklarast hanya memuat tindukan-
tindakan yang dilakukan oleh negara dan
individu, dan mengecualikan undang-
undang, kebijakan atau ketidak-
seimbangan struktural yang dapat
dipertimbangkan sebagai viofence.
Dalam svatu studh Bank Dunia, definisi
kekerasan dalam Deklarasi memberikan
petunjuk yang tidak memadai untuk
menentukan apakah masalah-masalah
yang tidak dirinci dalam Deklarasi seperty
female foeticide atan kebijakan-
kebijakan aborsi yang restriktif dapat
merupakan kekerasan berdasarkun gen-
der.

Dikatakan pula bahwa setiap definis
mengenai kekerasan, harus disertai
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konsep int1 mengenai kekuatan {force)
dan pemaksuan (coercion),

Ada pakar hak asast wanita mtemasional
yang menyusun konsep sendirl mengenaui
kckerasan terhadap perempuan sebagai
seliap tindakan berupa ucapan atau
penggunaan kekuatan fisik, pemiksaan,
atau pencabutan hak yang mengancam
kehidupan yang ditujukan terhadap
individu perempuan atau anak perem-
puan, yang mengakibatkan bahaya 1151k
dan psikologis, merendahkan derajat atau
pencabutan kebebasan secara semena-
mena dan yang mengakibatkan subordi-
nisl perempuan.

Reakst seperti terschut diatas Kira-
nya perlu menjadl pertimbangan bahwa
rinclan ({tsting) atas bentuk-bentuk/jents-
jenis kekerasan terhadap perempuan dalam
suatu dokumen hukum ternyata dapat menim-
bulkan kesulitan dalam aplikasi dokumen
tersebut di kemudian hari, mengingat konsep
hak asast perempuan pada hakekatnya
merupakan konsep dinamis yang selalu
berkembang sesuail dengan perkembangan
masyarakat yang dinamis. Juga perlu
diperhatikan keberatan dari berbagai pihak
ving mengemukakan pandangan bahwa
settap upaya untuk meng-universal-kan
pengalaman perempuan pada hakekatnya
adalah upaya menyembunyikan bentuk-
bentuk lain penindasan sebagaimana halnya
pcnindasan yang didasarkan oleh ras, kelas
dan kewarga negaraan.

Kekerasan terhadap Perempuan
Sebagai Masalah Politik

Kekerasan terhadup perempuan
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membawa konsekuensi peningkatan biaya
sosial, kesehatan dan ekenomi terhadap
mdividu, masyarakat dan negara. Negara-
negara yang tiduk menangani secara aktif
herbagai kasus kekerasan terhadap pe-
rempuan, atau negara yang secara rutin
membiarkan/mengabaikun berbagui kasus
kekerasan terhadap perempuan sepert
pembunuhan, perkosaan, penyiksaan perem-
puan oleh teman mlimnya, berarti negara
telah gagal untuk mengambil langkah-
langkah minimum yang diperlukan untuk
melindungi hak-hak wanita warganegaranya
sendirl, yairtu hak-hak atas integritas fistk dan
atas kehidupan para pecrempuan tersebut. Hal
tni merupakan pesan bahwa negura terkait
mensahkan dan tidak akan menghukum
perlakuan-perlakuan sewenang-wenang
semacam itu.

Lembuga-lembaga negara seperti
penjara dan rumah-rumah penahanan terbukt
seringkali menjadi lokasi kekerasan terhadap
perempuan. Perkosuan seringkalt digunakan
sebagai ulat penyiksaan, Ketidak-bergerakan
negara dalam situasi kekerasan terhadap
perempuan merupakan salah satu faktor
utama vang mengakibatkan berlanjutnya
kckerasan terhadap perempuan.”

Penindasan terhadap perempuan
memerlukan analisa kelembagaan-kelem-
bagaan negara dan masyarakal, pengkon-
distan dan sosialisasi para individu, dan sitat
cksploitast ekonomi dan sosial dengan
menggunakan pendekatan yang berbusis
gender. Penggunaan kekuatan terhadap
perempuan merupakan salah satu contoh dan
salah satu aspek dar fenomena ini, dr muna
intimidast dan ketakutan terbukti telah di-
andalkan untuk mengsubordinaxikan pe-
rempuan.

Apabila akar dari subordinasi
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perempuan terletak pada hubungan-hubungan
kekuasan historis di kalangan masyarakat,
muka lebaga-lembaga negara dan ma-
syarakat madant (civil society) harus
memikul tanggung jawab untuk menyikapi
subordinasi perempuan tersebut, termasuk
kekerasan terhadap perempuan. Negary
memegang tanggung jawab utama tidak
hanya untuk menahan diri untuk lidak
melakukun hndak-tidak kekerasan terhadap
percmpuan (ctapl juga harus secara aktif
melakukan intervenst guna mencegah
terjadinya tindak-tindak kekerasan techadap
perempuait.

Kiranya perlu diperhatikan pula
perkembangan posisi politk PBB/masya-
rakat internasional terhadap perlindungan hak
asast pendoduk yang terpaksa berpindah/
mengungst ke wilayah lain dalam batas
negaranya, karena terjadinya Kekerasan baik
karena konflik senjata maupun konflik lain di
wilayah tempat pemukimannya. Berdasar-
kan konsep PBB, mereka yang berpindah
dalam batas negara disebut sebagai “*1DPs/
fnternally Displaced Peryons™ (contoh
para pengungsi Maluku yvang terpaksa
berpindah ke Inan Jaya). Berbagai kajian
menunjukan bahwa mayoritas [DPs adalah
perempuan dan anak-anak, yang sangat
rentan terhadap gender-based violence
seperti eksploitast seksual, perdagangan
gelap dan prostitusi paksa.

Posist PBB saat in1 mengenai IDPs,
dapat disimak dari pernyataan Pelapor
Khusus PBB untuk urusan fDPs, Mr. Francis
M. Deng (diangkat pada tahun 1992),
sebugar berikut: “Ketika kami mulai, masalah
[DPs mernpakan wilayah terlarang,
kedaulatan negara adalah absolut. Sekarang,
telah diterima secara umum bahwa
kedaulatan negara bukan merupakan suatu
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konsep untuk menyembunyikan din Anda
darl pemantauan (scrutiny) mternational.
tetapir suatu Konsep mengenal langgung

Jawab negara untuk menghormati hak-hak

asast darl warga negara sesuatu pemerintah,
(Yeh karena 1tu, kami sedang bergerak naik
dan dalum hal gelas masih tiga perempat-
nya kosong, paling tidak seperempatnya telah
terisi™.”

Gambaran Umum Pola Kekerasan
terhadap Perempuan

a. Pola Pelaku

Organisasi Keschatan Sedunia
(WHO) melaporkan hasil berbagai studi
yang dilakukan di 24 negara di empat benua
yang mengungkap bahwa.

50-60% wanita yang di-abuse oleh
teman mercka juga diperkosa oleh
mercka

para pelaku kekerasan terhadap perems-
puan hampir selurahnya pria
perempuan berada pada tingkat resiko
kekerasan tertinggi dan laki-laki vang
mereka kenal

perempuan dan anak-anak perempuan
paling sering menjadi korban kekerasan
di antara kelvarga dan di antara teman
dekat

kekerasan fisik dalam hubungan dekat
umumnya selalu disertai oleh kekerasan
psikologis berat dan kekerasan verbal/
ucapan

tanggapan dari banyak profesional dan
lembaga-lembaga sosial biasanyu me-
nyaiahkan atau mengabaikan.
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h. Kesenjangan Data

D} belahan dunia manapun, terdapat
kesenjungan mengenai data akurat dari
kekerasan terhadap perempuan. Padahal
ita akurat dan dapat diperbandingkan
mengenal kekerasan terhadap perempuan
sangat dipertukan untuk memperkuat
advokasi. membantu para pembuat keputusan
untuk mengenali permasalahannya, dan
membcert pedoman dalany menyusun berbagat
mtervenst dalam rangka menyikapinya baik
pada tingkat nastonal maupun internasional.

Upaya-upaya pengumpulan data
auna mengukur skala dan besaran/magi-
tude dart sitnast kekerasan terhadap
perempuan pada umumnya terhambat oleh
berbagai faktor, seperti pengaruh norma-
norma sostal dan budaya dalam menentukan
apa syja vung masuk dalam kategori
kekerasan, perubahan-perubahuan dalam
melaporkan Ungkat kekerasan sesuai dengan
definist kekerasan yang dipergunakan,
Lalacdra pengajuan pertanyaan-pertanyaan,
Jents penduduk yang menjadi sasaran, dan
pengalur interview.”’

Mempertimbangkan hal-hal tersebut
diatas. pada tahun 1994 PBB memandang
perlu untk menunjuk scorang Pelapor
Khusus mengenal Kekerasan terhadap
Perempuan. Mandat utama Pelapor Khusus
antarg lain mencart dan menerima informasi
mengenal kekerasan terhadap wanita,
penyebab dan akibat-akibatnva termasuk
melalul mist kunjungan di lapanguan/negara
terkait. merckomendasikan langkah-langkah,
cara dan perangkat untuk menghapuskan
kekerasan terhadap wanita beserla upaya
puemulithannya balk pada tingkat nasional dan
nternasional, oleh pemernntah, organisasi
mternasional/PBB dan masvarakat umum
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termasuk organisasi non pemerintah nasional
dan internasional.

Berdasarkan undangun Pemerintah
Indonesia cqg Menteri Luar Negeri, Pelapor
Khusus terscbut pernah berkunjung ke In-
donesia pada akhir 19938 dalum rangka
mencart data dan informast akurat secara
langsung di lapangan baik dar pemertntah,
NGOs, media dan saksi maupun korban,
dulam rangka memberikan rekomendusi dan
petunjuk kepada Pemerintah mengenan cara
terbatk dalam rangka penanganan masalah
kekerasan terhadup perempuan pada saat
kerusuhan Mei 1998, Hasil kunjungannya ke
Indonesia selamutnya disusun dalam suatu
laporan menyeluruh yang disampatkan
kepada Sidang Komist Hiak Asast Manusia
PBB di Jencwa tahun 1999, Berbagan
organisasl non-pemerintah di [ndonesia
sepertt Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
indonesia (YLBHID dan Komist Anti Keke-
rasan Terhadap Perempuan telah menter-
temahkan laporan Pelapor Khusus dalam
bahasa Indonesia untuk discbarluaskan pada
masyarakat luas.

Isu Kekerasan terhadap Perempuan
Merupakan Isu Kesehatan

a. Kckerasan terhadap Perem-
puan dan Kesebatan Mental
Perempuan

Kekerasan terhadap wanita mem-
bawa konsekuensi serius terhadap kesehatan
tistk dan mental mereka. Di antara serang-
kanan akibat buruk terhadap kesehatan yang
ditimbulkan dari kekerasun terhadap perem-
puan. luka psikologis merupakan vang paling
berat dan memerlukan waktu pemulihan lebih
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lama dibandingkan luka badan.

Pada tahun 1996, Organisasi Ke-
schatan Sedunia {WHO) mengakui bahwa
psvehological/mental abuse merupakan
bagian integral dari kekerasan terhadap
wanita dalam keluarga, dimana WHO perlu
mengembangkan dan mengkaji metodologi
riset untuk mengukurnya serta melakukan
intervensi dalam rangka mencegah dan
menangani akibat dar kekerasan dimaksud.

Seorang korban kekerasan terhadap
perempuan melaporkan kepada Bombay
Women's Centre di India: “The body mends
soon enotgh. Only the scars remadin ...
Bur the wounds inflicted upon the soul rake
miuch fonger to heal. And each time [ re-
live these moments, they start bleeding all
aover again. The broken spivit has taken
the longest to mend, the damage to the
personaliny mayv be the most difficult to
overcome.” {Terjemahan: Pemulihan badan
cukup cepat. Hanya bekas lukanya yvang
tertinggal.... Tetapi luka-luka yang ditanggung
oleh jiwa memeriukan waktu jauh lebih lama
untuk pulih. Dan sctiap saat saya
menghidupkan kembali saat-saat ita, luka-
luka tersebut mulai berdarah kembali.
Semangat yang hancur memerlukan waktu
terlama untuk pulih: kerusakan kepribadian
mungkin yang paling tersulit untuk diatusi).”

b. Kekerasan terhadap Perempu-
an dan Beban Anggaran Kese-
hatan Nasional

WHO melaporkan bahwa wanita
korban kekerasan cenderung mengalami
deprest, ketakulan/anxiety, gejala-gejala
psikosomatis/psvchosomatic svmptoms,
rendah dir1, gangguan makan dan gangguan
fungsi seksual. Kekerasan terhadap wanita
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Juga dapat berpengaruh terhadap keschatan
reproduksi wanita, melalu: peningkatan nisiko
seksual di antara remaja, penyebaran infeksi
vang ditularkan melalul hubungan seksual
termasnk HIV/AIDS. kehamilan yang tidak
direncanakan, gangguan-gangguun kebidan-
an termasuk sakit panggul kronis dan ke-
sakitan dalam berhubungan badan. Para
wanita korban kekerasan cenderung me-
ngembangkan pertlaku yang bersifat merusuk
diri sendin seperts penyalahgunaan obat-obat
terlarang dan merokok.*

Peneliian di berbagai negara me-
nunjukan bahwu kekerasan terhadap wanita
membawa beban terhadap sistem kesehatan
nasional. Sebagai gambaran. penelitian di
Amgerika Serikat, Zimbabwe dan Nicaragua
menunjukan bahwa wanita yang mengulami
kekegasan fisik atau scksual menggunakan
Jasa pelayanan kesehatan lebih sering darni-
pada para wanita yang tidak pernah meng-
alaminya, sehingga meningkatkan biayy
pemeliharaan kesehatan. Snatu penelitian di
Amerika Serikat menunjukan bahwa biaya
pemeliharaan kesehatan bagi wanila-wanita
yang diperkosa atau diserang adalah 2.5 kali
lebih tinggi daripada biaya-biaya kesehatan
yang dikeluarkan oleh para wanita vang tidak
menjadi korban kckerasan,

Kiranya perlu mendapatkan per-
hatian dary para pembuat keputusan anjuran
PBB agar seluruh negara dan organisasi-
organisasi antar pemcrintah dan non
pemerintah menjamin bahwa konseling dan
dukungan-dokungan lain bagi perempuan
korban perkosaan dan bentuk-bentuk lain
kekerasan agar menjadi bagian integral
peclayanan-pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan dalam rangka mendorong
perempuan untuk bersedia mendapatkan
bantuan tersebut. D1 samping itu, pendirian
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berbagar tempat perlindungan (shelier)
sementara adalah sangat diperlukan, agar
para perempuan atau anak perempuan dapat
melindungt dirt dan potenst serangan lebih
fanjul oleh svami atau anggota keluurga
lainnva yang lebih fatal dan dapat
menyebabkan kematian atan mendorong
keinginan bunuh diri.
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